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PERATURAN WALi KOTA LUBUK LINGGAU 

NOMOR .? TAHUN 2024 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN' HARi RA YA DAN GAJJ KETIGA BELAS 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAt~ YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUK LINGGAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang 

Pemberia-n Tunjangan Hari Raya clan Gajj Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Pener-ima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu mi.::nelapkan 

Peraturan Wali Kota tenrang Teknis Pemberian 

Tunjangan Had Raya dan Gaji KeLiga ~elas yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Bela11ja 

Daerah Tahun 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik 

lndonesia Tahun 1 945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Pembencukan Kora Lubuk Linggau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 4 114); 

3 . Undang•Unclang Nomor 17 Tahun 2003 lenrang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik fndonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tamb,-than Lembarun Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang 

Pemerincahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Tndonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenl.ru1g Penecapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Ciµta I<erja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublLk 

Indonesia Nomor 6856); 

5 . Peraturan Pemeri:ntah Nomor 12 Tahun 2019 Len tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lli'donesia Nornor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara 

Republik lndone!,ia Ta hu n 2024 Nomor 50, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T'ahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor l 781); 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 centang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 

1'ahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telab beberapa kali 

diubah, tcrakhir dengan Peraturan baerah Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 centang PembenLukan dan 

Susunan Perangkac Daerah Kota Lubuklinggau 

(Lembaran Daerah Kora Lubuklinggau Tahun 2021 

Nomor 12); 



Menetapkan 
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9 . Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daei:ah Kola 

Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10); 

10. P.eraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau 

Tahun 2023 Nomor 13); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 ten tang 

Standar Harga Saruan Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kora Lubuk Linggai,. Tahun 2023 Nomor 10); 

11. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 LenLang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 

Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kota Lubuk 

Linggau Tahun 2023 Nomor 23); 

MEMU'T'USKAN: 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG TEKNJS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJT KETIGA BELAS YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN 2024 

BAB I 

KETE:N'rUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kora ini yang dimaksud dengan: 

l. Kota adalah Kola Lubuk Linggau. 

2.. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau 

3. Wall Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau .. 

4. Anggota De\\·an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Lubuk 

Linggau. 
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5. Pegawai Negcri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat scbagai Pega\,·ai Apararur Sipil Negara secara tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemcrinrahan. 

6. CaJon Pegawai Negeri Sipil yang selanjucnya disebut CP'.'IS 

adalah Pcgawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil rahap percama dan Calon 

Pegawai Negcri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk 

memenuhi syaraL sebagai Pegawai Negcri Sipil dengan gaji 

100%. 

7. Pegawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga nega ra Indonesia 

yang rnemcnuhi syarat terlentu, yang diangkat berdasarkan 

pczjanjian kerja untuk jangka waktu renentu dalam rangka 

melaksana kan tugas pemerintahan dan/ arau menduduki 

jabatan pcmerintahan. 

8. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RA.YA DAN 

GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal2 

Pemerintah Kota memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji 

ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara sebagai \\'ujud 

penghargaan atas pengabdian kepada bangsa clan negara 

dengan mempcrhatikan kemampuan keuangan Daerah. 

Pasa13 

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri atas: 

a. PNS dan Calon PNS; 

b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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c . Pimpinan dan Anggora DPRD; 

d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; 

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada 

perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; 

f. PPPK; dan 

g. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

benugas p~da instansi daerah yang menerapkan pola• 

pengclolaan keuangan Badan Layanan U mum Daerah. 

(2) Tunjangan Harl Raya tidak diberikan kepada PNS: 

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 

b . sedang ditugas~an di luar instansi pemerintah baik di 

dalain negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar 

oleh insto1nsi tcmpat penugasan sesuai dengan 

ketentuan Peratu ran Perundang-1.mdangan. 

Bagian Kedua 

Pt'mberia n Tunjangan Hari Raya 

Pasal4 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

e. cambahan penghasilan paling banyak sebe:.:sar yang 

diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah 

daerah yang memberikan tambahan penghasilan 

dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal 

daerah dan s esua1 dengan ketentuan pera.ruran 

perundang-undangan, sesuai pangkat, jabai:an, 

peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 

(2) Dalam ha! guru yang gaji pokoknya bersumbcr dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima 

tambahan penghasil-an sebagaimana dimaksud pada ayar 

(1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar 

tunjangan profesi guru acau paling banyak sebesar 
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tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang 

diterima dalam l (sa tu) bulan, 

(3) Tunjangan l-lari R_aya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Ra kya t Daerah, paling banyak sebesar 

akumulasi da ri uang representasi, tunjangan keluar_ga, dan 

tunjangan jabaran pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Ral-ryai: Da,erah sesµai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangau yang mengatur hak 

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota De\,·an 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4) Tunjangan Hari Ray.a bagi: 

a. pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan 

Umum Daera:h,; clan 

b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

bertugas p.;J.da insta nsi pemerintah yang menerapkan 

pola pcngelolaan keu.angan Badan Layanan 

Umum/ Badan Layanan Um um Daerah. 

paling banyak sebesar cunjangan Hari Raya dan gaji 

ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan 

Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah 

tersebul yang pangkat, jabaran, peringkat jabaran, 

a tau kelasjabat.annya setara. 

(5) Dalam ha! pcnghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebelum bulan Hari Raya s.ebagaimana dimak-sud pada ayat 

( l) be1L1m dibayarkan sebesar pengha~ilan :va ng seharusnya 

c:!iterima ka rena berubahnya penghasilan, kepada yang 

bersangkutan tetap diberikan selisih kek1.irangan 

Tunjangan Hari Raya. 

(6) Tunjangan Hari Raya bagi CP:'!S meliputi: 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

.c. tunjangan pangan; 

d . tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang 

diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah 

claerah y'-1ng memberikan tambahan penghasilan 

dengan m emperhalikan kemampuan kapa sitas fi skal 
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dacrah dan scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-unda,ngan, sesuai pangkat, 

peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 

Bagian Keciga 

Pembe-rian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 5 

jabatan. 

Besaran Pem berian Gaji Keriga Belas berlaku secara Mutatis 

Mutandis terhadap Besaran Pemberian lunj.angan Hari Raya. 

BAB Ill 

PEMBAYARAN 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari Raya seb$.gaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari keija sebelum 

tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam ha! Tunjangan Ha ri Raya s ebagaimana d imaksud 

pada ayar ( l) belum dapat dibayarkan, 'runjangan Hari 

Raya dapat d ibayarka n sctelah Langgal Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 

sebag?-imana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

besa.ran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 

bulan Maret Tahun 2024. 

Pasal 7 

(1) Gaji Keriga Betas sebagaimana dimeiJ~sud dalam Pasal 2 

dibayarkan paling cepat pada bulan ,h.tni Tahwn 2024. 

(2) Dalam hal Oaji Ketiga Belas seba.gaimana dima ksud pada 

ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat 

dibayarkan selelah bulan Juni Tahun 2024 . 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

besarannya yairu s ehesar penghasilan 1 (Satu) bulan pada 

bulan Mei Tahun 2024. 
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Pasal8 

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

dilakukan sesuai dcngan peraLuran perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal9 

Pendanaan pemberian runjangan hari raya dan gaji ketiga betas 

dapat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali 

Kota Nomor 6 Tahun 2023 ten.tang Teknis Pemberian Tunjangan 

Hari Raya clan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 6) dicabul dan 

dinyatakan tidal< berlaku. 
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Pasal l l 

Peraturan \1/ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Pcraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau. 

Diundangkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, 1\ \\/\CJ-<"~ .l02.A 

Ditetapkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, ::i I Mo.<-e.l ;,oz,'\ 

Pj. WALi KOTA LUBUK LINGGAU, 

Pj. SE:KRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LrNGGAU, 

SERITA DAERAH KOTA LUBUK LINC,GAU TA!-IUN 2024 NOMOR 5, 


